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Menimbang  : a. bahwa dalam rangka menjaga tingkat produksi minyak 

dan gas bumi serta memberikan kepastian dalam 

pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi 

pada masa alih kelola wilayah kerja yang akan berakhir 

Kontrak Kerja Samanya, perlu menambahkan beberapa 

ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber 

Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan 

Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan Berakhir 

Kontrak Kerja Samanya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber 

Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan 

Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan Berakhir 

Kontrak Kerja Samanya; 
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Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 

dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4152); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang 

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran 

Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 

4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu 

Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran 

Negara Republik lndonesia Nomor 5047); 

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu 

Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 24); 

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132); 

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu 

Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 194); 

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja 

Minyak dan Gas Bumi yang akan Berakhir Kontrak Kerja 

Samanya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 714); 

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor  782); 
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